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ABSTRAK 

EFEKTIVITAS PELAYANAN PEMBINAAN PROGRAM RUMAH 

PERLINDUNGAN SOSIAL DI KOTA MEDAN 

 

Oleh: 

 

Devi Annisa Togatorop 

2203100038 

           Pelayanan pembinaan pada Program Rumah Perlindungan Sosial merupakan 

salah satu bentuk upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial 

kepada masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan yang mengalami 

keterlantaran dan permasalahan sosial lainnya. Program ini memberikan 

perlindungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, pendampingan sosial, 

konseling, serta pembinaan bagi penerima manfaat agar mampu meningkatkan 

keberfungsian sosial dan kemandirian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas pelayanan pembinaan Program Rumah Perlindungan Sosial di Dinas 

Sosial Kota Medan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa 

kendala seperti keterlambatan jadwal pembinaan, keterbatasan sarana dan prasarana 

pendukung, kurangnya keterbukaan informasi layanan, serta belum tersedianya 

sarana pengaduan yang jelas. Metode yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif 

dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara kepada lima key informan 

yang terdiri dari satu Staf Rumah Perlindungan Sosial, satu Staf Dinas Social Kota 

Medan dan tiga penerima manfaat. Hasil Penelitian ini telah menunjukan bahwa 

pelayanan pembinaan program rumah perlindungan sosial di kota medan telah 

berjalan efektif namun belum optimal dalam meningkatkan pelayanan pembinaan 

rumah perlindungan sosial, yang di analisis menggunakan teori Dwiyanto. Hal 

tersebut dapat dilihat dari 4 aspek. Hal ini dapat dibuktikan dalam kategorisasi 

efektif, tujuan layanan telah tercapai yaitu memberikan perlindungan sementara, 

pemenuhan kebutuhan dasar, rasa aman, konseling, dan rehabilitasi sosial bagi 

penerima manfaat. Akan tetapi pada kategorisasi efisien, transparan, dan akuntabel 

masih ditemukan beberapa kendala seperti keterlambatan kegiatan pembinaan, 

media informasi yang belum lengkap, penjelasan prosedur yang masih terbatas 

secara lisan, serta sistem pengaduan dan dokumentasi pelayanan yang belum 

sepenuhnya jelas. 

 

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Pembinaan, Rumah Perlindungan Sosial, 

 Pelayanan Publik 
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BAB I 

 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kota Medan sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia 

memiliki peran strategis sebagai pusat perekonomian, perdagangan, pendidikan, 

dan jasa di wilayah Sumatera Utara. Perkembangan tersebut menjadikan Kota 

Medan sebagai daerah tujuan utama urbanisasi yang mendorong tingginya 

mobilitas penduduk dari berbagai daerah dengan harapan memperoleh pekerjaan 

dan kehidupan yang lebih layak (Badan Pusat Statistik Kota Medan, 2023). Namun 

demikian, pesatnya pertumbuhan kota tidak selalu diiringi dengan pemerataan 

kesejahteraan dan ketersediaan lapangan kerja, sehingga memunculkan berbagai 

permasalahan sosial yang semakin kompleks. 

Salah satu permasalahan sosial yang menonjol adalah meningkatnya jumlah 

Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Berdasarkan Kementerian Sosial 

Republik Indonesia, PPKS terdiri atas 26 jenis kategori, di antaranya anak jalanan, 

gelandangan, lanjut usia terlantar, balita terlantar, penyandang disabilitas, 

pengemis, pengamen, dan tunawisma (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 

2021). Keberadaan PPKS di Kota Medan dapat dengan mudah dijumpai di berbagai 

ruang publik dan titik strategis, seperti kawasan Lapangan Merdeka, Jalan Gatot 

Subroto, Simpang Pos, pusat perbelanjaan, serta persimpangan jalan. Kondisi 

tersebut menunjukkan bahwa kelompok PPKS hidup dalam situasi rentan dengan 

keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. 
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Dalam rangka menangani permasalahan tersebut, Dinas Sosial Kota Medan 

sebagai perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan 

sosial menyelenggarakan berbagai program intervensi, salah satunya melalui 

Program Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Program ini dirancang sebagai bentuk 

pelayanan sosial yang memberikan perlindungan sementara, pelayanan dasar, serta 

pembinaan sosial bagi PPKS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Rumah Perlindungan Sosial diharapkan 

mampu menjadi tempat yang aman bagi penerima manfaat untuk memperoleh 

pendampingan psikologis, bimbingan mental dan spiritual, serta pelatihan 

keterampilan sebagai bekal menuju kemandirian sosial. 

Meskipun demikian, pelaksanaan Program Rumah Perlindungan Sosial di 

Kota Medan masih menghadapi berbagai kendala, khususnya terkait dengan 

keberlanjutan pembinaan dan hasil rehabilitasi sosial. Pelayanan yang diberikan 

masih cenderung berfokus pada pemenuhan kebutuhan jangka pendek, seperti 

penyediaan tempat tinggal sementara, makanan, dan penanganan administratif. 

Padahal, pembinaan sosial yang efektif seharusnya berorientasi pada perubahan 

perilaku, pemberdayaan, dan peningkatan kemandirian penerima manfaat 

(Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2022). Akibatnya, rehabilitasi sosial 

belum sepenuhnya mampu membekali penerima manfaat dengan kemampuan dan 

keterampilan yang memadai untuk hidup mandiri setelah keluar dari RPS. 

Indikasi belum optimalnya pembinaan dan rehabilitasi sosial dapat dilihat 

dari masih ditemukannya penerima manfaat yang kembali ke jalan setelah 
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menyelesaikan masa tinggal di Rumah Perlindungan Sosial. Fenomena ini 

menunjukkan bahwa pembinaan yang dilakukan belum berkelanjutan serta belum 

mampu memutus mata rantai keterlantaran sosial. Minimnya pendampingan 

lanjutan serta monitoring pasca pembinaan menyebabkan penerima manfaat rentan 

kembali pada kondisi sebelumnya, sehingga tujuan program untuk mewujudkan 

kemandirian sosial belum tercapai (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2021). 

Selain itu, pelaksanaan pembinaan sosial di Rumah Perlindungan Sosial 

juga menghadapi berbagai keterbatasan, seperti sarana dan prasarana yang belum 

memadai, jumlah tenaga pendamping sosial yang terbatas, serta belum optimalnya 

program pelatihan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Kondisi 

tersebut berdampak pada kurang intensif dan tidak berkesinambungannya proses 

pembinaan. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa ketidakterpaduan antara 

pelayanan sosial dan pembinaan dapat menghambat efektivitas program rehabilitasi 

sosial dan pemberdayaan masyarakat rentan. 

Permasalahan ini menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan 

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang 

Lembaga Kesejahteraan Sosial. Dalam peraturan tersebut ditegaskan bahwa 

lembaga kesejahteraan sosial, termasuk rumah perlindungan sosial, wajib 

menyelenggarakan pelayanan dan pembinaan sosial secara terstruktur, 

berkelanjutan, serta dilengkapi dengan sistem pemantauan dan evaluasi. Hal ini 

bertujuan agar layanan yang diberikan mampu menghasilkan dampak yang nyata, 
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khususnya dalam meningkatkan kemandirian dan keberfungsian sosial penerima 

manfaat. 

Namun demikian, implementasi ketentuan tersebut di tingkat daerah, 

khususnya pada Program Rumah Perlindungan Sosial di Dinas Sosial Kota Medan, 

masih menghadapi berbagai tantangan. Pembinaan yang dilakukan belum 

sepenuhnya selaras dengan prinsip keberlanjutan dan pemberdayaan sebagaimana 

diamanatkan dalam regulasi. Hal ini tercermin dari masih ditemukannya penerima 

manfaat yang kembali ke jalan setelah keluar dari rumah perlindungan sosial, yang 

menunjukkan bahwa proses pembinaan belum efektif dalam membentuk perubahan 

perilaku dan kemandirian sosial. 

Peraturan Wali Kota Medan Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021–2026 menegaskan bahwa Dinas Sosial 

Kota Medan memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan rehabilitasi sosial, 

perlindungan sosial, serta pembinaan bagi kelompok masyarakat rentan. Dalam 

dokumen tersebut juga ditekankan pentingnya penyusunan standar pelayanan dan 

standar operasional prosedur (SOP) sebagai pedoman pelaksanaan program agar 

berjalan secara efektif dan terukur. 

Rumah Perlindungan Sosial Kota Medan yang berlokasi di Jalan Bunga Turi 

merupakan salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut, khususnya dalam 

pelayanan pembinaan sosial kepada penerima manfaat. Namun, berdasarkan 

kondisi empiris di lapangan, kurang tersedia nya pedoman teknis yang secara 

khusus mengatur tahapan pelayanan pembinaan di RPS, mulai dari penerimaan, 
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asesmen, pelaksanaan pembinaan, evaluasi, hingga pemulangan penerima manfaat. 

Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan pelayanan, perbedaan pola 

pembinaan antarpetugas, serta belum optimalnya pencapaian tujuan rehabilitasi 

sosial. 

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara arah kebijakan strategis yang 

telah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan implementasi teknis di Rumah 

Perlindungan Sosial. Permasalahan ini menjadi penting untuk diteliti, khususnya 

dalam mengkaji efektivitas pelayanan pembinaan sosial yang diberikan kepada 

penerima manfaat, serta merumuskan upaya perbaikan guna meningkatkan kualitas 

layanan dan keberhasilan rehabilitasi sosial secara berkelanjutan. 

Berdasarkan realitas tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang 

mendalam mengenai Fungsi Pelayanan Pembinaan pada Program Perlindungan 

Rumah Sosial di Dinas Sosial Kota Medan. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui sejauh mana fungsi tersebut berjalan sesuai dengan prinsip pelayanan 

sosial yang ideal, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat 

dalam pelaksanaan program. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas program rumah perlindungan 

sosial dalam menangani permasalahan sosial di Kota Medan, serta menjadi bahan 

evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pembinaan 

sosial ke depan. 
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Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul : “ Efektivitas Pelayanan Pembinaan Program Rumah 

Perlindungan Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka penulis 

merumuskan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana efektivitas pelayanan 

pembinaan program rumah perlindungan sosial di dinas sosial kota medan ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

efektivitas pelayanan pembinaan program rumah perlindungan sosial di dinas sosial 

kota medan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi 

kepala Dinas Sosial Kota Medan dalam meningkatkan efektivitas pelayanan 

pembinaan program rumah perlindungan sosial di dinas sosial kota medan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kepala 

pimpinan Rumah Perlindungan Sosial untuk meningkatkan efektivitas 

pelayanan pembinaan program rumah perlindungan sosial dan menciptakan 

pembinaan yang berkelanjutan. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi ilmiah dan bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjuutnya yang ingin mengkaji tema serupa 

khususnya mengenai pelayanan pembinaan Rumah Perlindungan Sosial. 

1.5 Sistematika Penulisan 
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Sistematika Penulisan dalam Penelitian Ini adalah sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

     Pada Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian  dan manfaat penelitian. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

   Pada Bab ini yang akan di uraikan adalah Efektivitas Pelayanan Pembinaan 

Program Rumah Perlindungan Sosial Di Dinas Sosial Kota Medan. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

     Pada Bab ini yang akan diuraikan adalah Jenis Penelitian, Key Informan, Teknik 

Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Kerangka Konsep, Defenisi Konsep, 

Lokasi Penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

       Pada Bab ini menguraikan hasil data yang diperoleh peneliti dari lapangan 

deskripsi narasumber dan hasil wawancara. 

BAB V : PENUTUP 

     Dalam Bab ini yang akan diuraikan adalah memuat kesimpulan dari hasil 

penelitian dan saran-saran dari hasil penelitian. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

 

2.1 Konsep Efektivitas 

2.1.1  Pengertian Efektivitas 

Secara etimologis, istilah efektivitas berasal dari kata effectiveness yang 

berakar dari bahasa Latin effectivus, yang berarti kemampuan untuk menghasilkan 

atau menimbulkan suatu akibat. Oleh karena itu, efektivitas dapat dimaknai sebagai 

tingkat keberhasilan suatu tindakan, program, atau kegiatan dalam menghasilkan 

efek atau hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.   

Menurut Punu dkk., (2021 ) Efektivitas merupakan unsur pokok untuk 

mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, 

kegiatan ataupun program disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran 

seperti yang telah ditentukan. Upaya mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat 

dilakukan melalui konsep efektivitas. Konsep ini adalah salah satu faktor untuk 

menentukan apakah perlu dilakukan perubahan secara signifikan terhadap bentuk 

dan manajemen organisasi atau tidak.  

Menurut Amrizal (2020) efektivitas adalah penyelenggaraan program 

publik tidak cukup diukur dari terlaksananya kegiatan sesuai rencana, tetapi harus 

dilihat dari sejauh mana program tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata 

bagi kelompok sasaran. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

adalah ukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, atau 
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organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu 

berkaitan dengan seberapa besar output yang dihasilkan dan sejauh mana output 

tersebut memberikan pengaruh atau dampak terhadap sasaran yang ingin dicapai. 

2.1.2 Jenis-jenis Efektivitas 

Menurut Dany & Habibah (2021) Efektivitas itu sendiri memiliki tiga 

tingkatan yang berbeda, dikelompokkan pada tingkat individu, kelompok, dan 

organisasi antara lain: 

1. Efektivitas Individu Efektivitas individu didasarkan pada pandangan dari segi 

individu yang menekankan pada hasil karya karyawan atau anggota dari organisasi. 

2. Efektivitas kelompok Adanya pandangan bahwa pada kenyataannya individu 

saling bekerja sama dalam kelompok. Jadi efektivitas kelompok merupakan jumlah 

kontribusi dari semua anggota kelompoknya.  

3. Efektivitas organisasi Efektivitas organisasi terdiri dari efektivitas individu dan 

kelompok. Melalui pengaruh sinergitas, organisasi mampu mendapatkan hasil 

karya yang lebih tinggi tingkatannya dari pada jumlah hasil karya tiap –tiap 

bagiannya. 

2.1.3 Manfaat Efektivitas 

Wardana & Prabawati (2024) Efektivitas memiliki manfaat penting dalam 

menilai tingkat keberhasilan suatu organisasi atau program dalam mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Dalam konteks pelayanan publik, efektivitas bermanfaat 

untuk memastikan bahwa pelayanan yang diberikan benar-benar tepat sasaran, 

sesuai kebutuhan masyarakat, dan mampu menghasilkan output yang optimal. 
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Organisasi yang efektif akan lebih mudah mencapai target kerja serta meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada masyarakat. 

2.1.4 Aspek Efektivitas 

Menurut Osborne  (2021) menekankan bahwa efektivitas dalam pelayanan 

publik modern harus dilihat dari kualitas interaksi antara penyedia layanan dan 

pengguna layanan. Proses pelayanan yang baik akan menghasilkan dampak yang 

lebih berkelanjutan dibandingkan sekadar pencapaian target administratif. 

Menurut  Pollitt  dkk (2021) yang menyatakan bahwa efektivitas pelayanan 

publik harus dilihat dari perspektif pengguna layanan. Tingkat kepuasan 

masyarakat mencerminkan sejauh mana program memberikan manfaat nyata dan 

relevan bagi sasaran yang dilayani. 

2.1.5 Pendekatan Efektivitas 

 Pendekatan pencapaian tujuan menilai efektivitas berdasarkan sejauh mana 

tujuan organisasi atau program berhasil dicapai Menurut Robbins dkk, (2021) suatu 

program dikatakan efektif apabila hasil yang dicapai sesuai dengan target dan 

tujuan yang telah ditetapkan sejak awal. Pendekatan ini menempatkan tujuan 

sebagai tolok ukur utama keberhasilan dan menilai efektivitas melalui capaian 

output dan outcome program.  

Pendapat lain dikemukakan oleh Menurut OECD (2023), efektivitas sektor 

publik tidak hanya berkaitan dengan pencapaian tujuan, tetapi juga dengan 

penciptaan nilai publik melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan 

bertanggung jawab. Pendekatan nilai dan produktivitas menekankan bahwa 

program yang efektif adalah program yang mampu menghasilkan dampak sosial 
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yang tinggi dengan biaya dan sumber daya yang proporsional. Dengan demikian, 

efektivitas diukur melalui keseimbangan antara manfaat yang dihasilkan dan 

pengorbanan yang dikeluarkan. 

Sementara itu menurut Daft (2020) menyatakan bahwa pencapaian tujuan 

merupakan inti dari efektivitas organisasi, karena tujuan menjadi dasar perencanaan 

dan pelaksanaan seluruh aktivitas organisasi. Tanpa ketercapaian tujuan, suatu 

program tidak dapat dinilai efektif meskipun proses pelaksanaannya berjalan 

dengan baik. Campbell menawarkan pendekatan kepuasan pemangku kepentingan 

(constituency satisfaction approach). Dalam pandangannya, efektivitas organisasi 

ditentukan oleh sejauh mana kebutuhan, tuntutan, dan kepentingan para pemangku 

kepentingan dapat dipenuhi. Setiap kelompok memiliki ekspektasi yang berbeda-

beda, sehingga organisasi dianggap efektif apabila mampu menyeimbangkan dan 

memenuhi tuntutan berbagai pihak yang terkait dengan pelaksanaan program. 

2.2 Pelayanan Publik 

2.2.1 Pengertian Pelayanan Publik 

Secara etimologis, istilah pelayanan publik berasal dari kata “pelayanan” 

yang bermakna perbuatan melayani atau usaha untuk memenuhi kebutuhan pihak 

lain, serta kata “publik” yang berasal dari bahasa Latin publicus yang berarti umum 

atau milik bersama. Dengan demikian, pelayanan publik secara etimologis dapat 

dimaknai sebagai segala bentuk kegiatan atau tindakan melayani yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara umum. 

 Menurut Hardiyansyah (2020), pelayanan publik adalah proses pemenuhan 

kebutuhan masyarakat melalui mekanisme tertentu yang diselenggarakan oleh 
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aparatur negara dengan tujuan utama memberikan kepuasan kepada masyarakat. 

Pelayanan publik menjadi indikator penting keberhasilan kinerja pemerintah karena 

secara langsung dirasakan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Pendapat tersebut sejalan dengan Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa 

pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan 

masyarakat. Kualitas pelayanan publik mencerminkan sejauh mana pemerintah 

mampu menjalankan fungsi pelayanan secara : 1. Efektif 2. Efisien, 3.Transparan 

4. Akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan publik harus berorientasi pada 

kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata kepentingan birokrasi. 

Menurut Fadli dan Sari (2022), pelayanan publik adalah segala bentuk 

kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur negara untuk menyediakan 

barang, jasa, atau layanan administratif kepada masyarakat, dengan tujuan 

memenuhi kebutuhan publik secara adil, cepat, transparan, dan akuntabel. Definisi 

ini menekankan bahwa pelayanan publik tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga 

harus memperhatikan kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan, sehingga 

mencerminkan kualitas birokrasi dan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan 

fungsi pelayanan. 

Berdasarkan pendapat ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah atau aparatur 

negara untuk menyediakan barang, jasa, dan layanan administratif kepada 

masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak warga negara 

secara adil, transparan, efisien, dan akuntabel. 

2.2.2. Prinsip- Prinsip Pelayanan Publik 
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Afrizal (2019) dalam penyelenggaraan pelayanan publik memiliki beberapa 

prinsip-prinsip yaitu: 1) kepentingan umum, pelayanan publik harus mampu 

memenuhi kepentingan umum dan mampu mengembangkan sistem administrasi 

yang responsif, partisipatif dan demokratif; 2) kepastian hukum, negara 

menetapkan aturan tertulis tentang pelaksanaan pelayanan publik baik bagi 

penyelenggara atau penerima layanan; 3) kesamaan hak, semua masyarakat 

mendapatkan kesamaan hak dalam pelayanan publik; 4) keseimbangan hak dan 

kewajiban, tujuan layanan yang diberikan oleh aparatur publik adalah memberikan 

pelayanan dengan kualitas terbaik sehingga memuaskan masyarakat; 5) 

profesinalisme, dalam melakukan pelayanan pengembangan sumber daya manusia 

perlu diberikan guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai untuk 

memberikan pelayanan publik; 6) partisipatif, dalam menyelenggarakan pelayanan 

publik penyelenggara melibatkan masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan 

dan mengevaluasi hasil dari pelayanan publik yang diberikan; 7) pelaksanaan 

perlakuan atau tidak diskriminatif; 8) keterbukaan, masyarakat bisa memperoleh 

semua informasi  yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik terkait tata 

cara pelayanan, persyarakat biaya, waktu kepengurusan, prosedur maupun 

penyelesaian; 9) akuntabilitas, penyedia layanan publik bukan hanya 

mengutamakan kepentingan dasar, namun harus mengutamakan ketaatan pada 

konstitusi, hukum, nilai politik, standar profesional, nilai masyarakat dan 

kepentingan warga negara. Penyedia layanan publik harus mampu 

mempertanggungjawabkan kinerjanya; 10) fasilitas dan perlakuan khusus bagi 

kelompok rentan; 11) ketepatan waktu, pelayanan kepada publik harus 
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dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan agar meningkatkan 

kepercayaan dan kepuasan konsumen; 12) kecepatan dan kemudahan, pelayanan 

publik yang diberikan haruslah cepat dan tidak mengulur waktu. 

2.2.3 Manfaat Pelayanan Publik 

Pelayanan publik yang berkualitas memberikan manfaat strategis bagi 

masyarakat dan pemerintah. Menurut Ratminto dan Winarsih (2021), pelayanan 

publik yang baik dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Kepercayaan tersebut penting dalam menciptakan stabilitas 

sosial dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Selain itu, pelayanan 

publik yang efektif mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang 

baik (good governance), karena pelayanan dilaksanakan secara transparan dan 

bertanggung jawab. 

Lebih lanjut, Hardiyansyah (2020) menjelaskan bahwa pelayanan publik 

juga berfungsi untuk menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil dan 

merata. Dengan pelayanan yang berkualitas, pemerintah dapat memastikan bahwa 

setiap warga negara memperoleh akses pelayanan tanpa diskriminasi, termasuk 

kelompok masyarakat rentan. 

2.2.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelayanan Publik 

Kualitas pelayanan publik dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan 

eksternal. Dwiyanto (2021) menyebutkan bahwa sumber daya manusia merupakan 

faktor utama dalam pelayanan publik, karena aparatur yang profesional, kompeten, 

dan berintegritas akan menghasilkan pelayanan yang berkualitas. Selain itu, faktor 
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sistem dan prosedur pelayanan yang jelas serta sederhana sangat menentukan 

efektivitas pelayanan. 

Menurut Ratminto dan Winarsih (2021), faktor sarana dan prasarana, 

termasuk pemanfaatan teknologi informasi, turut memengaruhi kualitas pelayanan 

publik. Penerapan sistem pelayanan berbasis digital dapat mempercepat proses 

pelayanan, meningkatkan transparansi, dan mengurangi praktik mal administrasi. 

Faktor kepemimpinan dan budaya organisasi juga berperan penting dalam 

membentuk orientasi aparatur terhadap pelayanan masyarakat. 

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip 

tertentu agar tujuan pelayanan tercapai secara optimal. Hardiyansyah (2020) 

menyatakan bahwa prinsip pelayanan publik meliputi transparansi, akuntabilitas, 

profesionalitas, kepastian hukum, dan keadilan. Prinsip transparansi menuntut 

keterbukaan informasi pelayanan, sedangkan akuntabilitas menekankan 

pertanggungjawaban penyelenggara pelayanan kepada masyarakat. 

Selain itu, Dwiyanto (2021) menegaskan bahwa pelayanan publik harus 

berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan mengutamakan kecepatan, 

ketepatan waktu, kemudahan, dan keterjangkauan. Penerapan prinsip-prinsip 

tersebut diharapkan mampu menciptakan pelayanan publik yang responsif, adil, dan 

berkualitas sesuai dengan tuntutan masyarakat modern. 

 

2.2.6 Kualitas Pelayanan Publik 
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Kualitas pelayanan publik merupakan tingkat keunggulan pelayanan yang 

diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi 

harapan masyarakat. Zeithaml, Parasuraman, dan Berry (1990) mengemukakan 

bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui lima dimensi, yaitu: 

1. Tangibles, meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, dan penampilan pegawai; 

2. Reliability, yaitu kemampuan memberikan pelayanan secara andal dan 

akurat; 

3. Responsiveness, yaitu kesediaan pegawai untuk membantu masyarakat dan 

memberikan pelayanan dengan cepat; 

4. Assurance, yaitu pengetahuan dan kesopanan pegawai serta kemampuan 

mereka menumbuhkan kepercayaan; 

5. Empathy, yaitu perhatian yang tulus dan bersifat individual kepada 

pengguna layanan. 

Dalam konteks pelayanan publik, kelima dimensi tersebut menjadi indikator 

penting dalam menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan telah memenuhi 

harapan masyarakat. 

2.2.7 Tujuan Pelayanan Publik 

Pelayanan publik diselenggarakan sebagai wujud tanggung jawab negara 

dalam memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara. Tujuan 

utama pelayanan publik adalah memberikan layanan yang berkualitas, adil, dan 

merata kepada masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan umum serta 

kepercayaan publik terhadap pemerintah. 
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Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, 

pelayanan publik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, meningkatkan 

kualitas pelayanan, serta menjamin terpenuhinya hak masyarakat dalam 

memperoleh pelayanan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan publik tidak hanya berorientasi 

pada hasil, tetapi juga pada proses pelayanan yang transparan dan akuntabel. 

Selain itu, Sinambela (2022) pelayanan publik bertujuan untuk mewujudkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip negara kesejahteraan 

(welfare state), di mana pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan 

perlindungan sosial. Dalam hal ini, pelayanan publik menjadi instrumen strategis 

dalam mengurangi kesenjangan sosial serta meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan. 

Lebih lanjut, Hardiyansyah (2022) Tujuan utama pelayanan publik adalah 

untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Kepuasan tersebut tercermin dari terpenuhinya hak-hak masyarakat secara adil, 

cepat, transparan, dan akuntabel. Pelayanan publik yang berkualitas diharapkan 

mampu menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah serta 

meningkatkan legitimasi institusi publik. Dengan demikian, pelayanan publik tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan politik yang 

penting dalam tata kelola pemerintahan. 



18 
 

 
 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelayanan 

publik mencakup pemenuhan hak masyarakat, peningkatan kualitas dan kepuasan 

pelayanan, terwujudnya pemerintahan yang baik, serta peningkatan kinerja aparatur 

negara dalam melayani kepentingan publik. 

2.3 Pelayanan Pembinaan  

2.3.1  Pengertian Pelayanan Pembinaan  

Pelayanan pembinaan merupakan bagian dari upaya pelayanan sosial 

maupun pelayanan publik yang bertujuan meningkatkan kemampuan, perilaku, 

serta keberfungsian sosial individu atau kelompok melalui proses pendampingan, 

bimbingan, dan pemberdayaan. Secara teoritis, pelayanan pembinaan 

menggabungkan dua konsep utama, yaitu pelayanan sebagai bentuk pemenuhan 

kebutuhan masyarakat dan pembinaan sebagai proses perubahan perilaku serta 

peningkatan kapasitas individu. 

Menurut OECD (2023) menekankan bahwa pelayanan pembinaan dalam 

sektor publik harus bersifat inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan. 

Pelayanan pembinaan harus mampu menyesuaikan metode dan pendekatan dengan 

karakteristik kelompok sasaran serta dinamika permasalahan sosial yang dihadapi. 

Dengan pendekatan ini, pelayanan pembinaan tidak hanya menyelesaikan masalah 

jangka pendek, tetapi juga memperkuat kapasitas individu untuk menghadapi 

tantangan di masa depan. 

             Menurut Hasenfeld (2020) menyatakan bahwa pembinaan merupakan inti 

dari pelayanan sosial yang bertujuan mengubah kondisi, perilaku, dan kapasitas 

individu agar mampu berfungsi secara sosial. Pelayanan pembinaan harus 
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dilakukan secara sistematis melalui bimbingan, pendampingan, dan penguatan 

kapasitas agar individu dapat meningkatkan kemandirian dan mengurangi 

ketergantungan pada bantuan sosial. 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

pembinaan merupakan bagian dari pelayanan publik yang berorientasi pada 

pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, perubahan perilaku, dan 

penguatan fungsi sosial serta kepuasan serta kepercayaan publik. 

2.4 Efektivitas Pelayanan Publik 

2.4.1 Pengertian Efektivitas Pelayanan Publik 

Secara etimologis, efektivitas pelayanan publik merupakan gabungan dari 

istilah efektivitas dan pelayanan publik. Efektivitas berasal dari kata effectiveness 

yang berakar dari bahasa Latin effectivus, yang berarti kemampuan untuk 

menghasilkan atau menimbulkan suatu akibat, sedangkan pelayanan publik berasal 

dari kata “pelayanan” yang bermakna perbuatan melayani dan kata “publik” yang 

berasal dari bahasa Latin publicus yang berarti umum. Dengan demikian, secara 

etimologis efektivitas pelayanan publik dapat dimaknai sebagai kemampuan 

kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat umum dalam menghasilkan 

hasil atau dampak yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan publik yang telah 

ditetapkan. 

Menurut Dwiyanto (2021), efektivitas pelayanan publik tidak hanya diukur 

dari tercapainya target administratif, tetapi juga dari sejauh mana pelayanan 

tersebut mampu menjawab kebutuhan dan harapan masyarakat. Efektivitas 
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menekankan pada orientasi hasil (outcome oriented), yaitu dampak pelayanan 

terhadap peningkatan kesejahteraan dan kepuasan publik. 

Selanjutnya, Hardiansyah (2020) menjelaskan bahwa efektivitas pelayanan 

publik tercermin dari kemampuan organisasi publik dalam menyelenggarakan 

pelayanan yang sederhana, cepat, pasti, dan transparan. Pelayanan yang efektif 

harus mampu mengurangi prosedur yang berbelit serta memberikan kepastian 

waktu dan biaya kepada masyarakat. 

Pendapat tersebut sejalan dengan Dwiyanto (2021) yang menyatakan bahwa 

pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam kehidupan 

masyarakat. Kualitas pelayanan publik mencerminkan sejauh mana pemerintah 

mampu menjalankan fungsi pelayanan secara : 1. Efektif 2. Efisien, 3.Transparan 

4. Akuntabel. Oleh karena itu, pelayanan publik harus berorientasi pada 

kepentingan masyarakat dan bukan semata-mata kepentingan birokrasi. 

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pelayanan publik adalah kemampuan pemerintah atau aparatur negara dalam 

menyelenggarakan layanan secara efektif, efisien, transparan  dan akuntabel, 

sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan kepuasan serta 

kepercayaan publik. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pengolahan data 

kualitatif, dimana, permasalahan prosedur diselesaikan dengan cara 

mendeskripsikannya dan kondısı yang ada disekitarnya tergantung pada subjek 

penelitian saat ını dan informasi yang tersedia.  

Penelitian kualitatif merupakan salah satu cara dalam penelitian yang 

menghasilkan informasi deskriptif dalam bentuk kata-kata, catatan yang berkaitan 

dengan makna, nilai, dan pemahaman. 

Menurut Amrizal (2019) metode deskriptif digunakan untuk memperoleh 

fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keteranganketerangan secara 

faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok atau 

pun suatu daerah  

Sugiyono (2018) Metode kualitatif adalah teknik penelitian yang 

menghasilkan data yang bersifat deskriptif tentang individu atau perilaku yang 

dapat diamati dalam bentuk kata-kata lisan atau tertulis. Sugiyono (2018). Untuk 

memecahkan masalah dan memberikan informasi terkini yang berguna bagi 

kemajuan dalam pengetahuan dan lebih dapat diterapkan pada berbagai masalah, 

maka penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang terlebih dahulu 

menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian sebelum 

dianalisis, dan dibandingkan berdasarkan realitas yang sedang dimainkan Selain itu, 
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Sugiyono, (2018) &  Creswell (2014) metode kualitatif lebih efektif dan mudah 

disesuaikan ketika berhadapan dengan realitas ganda. Menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan tetap memperhatikan potensi data lapangan yang dikumpulkan 

berupa fakta-fakta yang harus ada untuk dianalisis secara mendalam. Ketika terjun 

ke lapangan, teknik kualitatif akan lebih mendorong untuk memperoleh data yang 

lebih mendalam. Dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen 

utama untuk mengumpulkan informasi yang dapat langsung dikaitkan dengan alat 

atau objek kajian. 

3.2  Kerangka Konsep 

 

 

 

                                                           

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

3.3 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk 

menggambarkan secara abstrak, kejadian atau keadaan, kelompok atau individu 

yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial atau abstrak dari sejumlah karateristik 

jumlah kejadian, keadaan kelompok individu. 

Peraturan Menteri Sosial 

Republik 2024 Tentang 

Lembaga Kesejahteraan 

sosial 

 

Pelayanan Rumah 

Perlindungan Sosial 

 

Teori Dwiyanto (2021) 

1. Efektif 

2. Efisien 

3. Transparan  

4. Akuntabel 

 

Terwujudnya 

Pelayanan Rumah 

Singgah 
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Terkait hal tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep 

sebagai berikut: 

1.  Efektivitas adalah ukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan, program, 

atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu 

berkaitan dengan seberapa besar output yang dihasilkan dan sejauh mana output 

tersebut memberikan pengaruh atau dampak terhadap sasaran yang ingin dicapai. 

2. Pelayanan publik adalah seluruh aktivitas yang dilakukan oleh 

pemerintah atau aparatur negara untuk menyediakan barang, jasa, dan layanan 

administratif kepada masyarakat dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar dan 

hak-hak warga negara secara adil, transparan, efisien, dan akuntabel. 

3. Efektivitas pelayanan publik adalah kemampuan pemerintah atau 

aparatur negara dalam menyelenggarakan layanan secara efektif, efisien, transparan  

dan akuntabel, sehingga memenuhi kebutuhan masyarakat dan meningkatkan 

kepuasan serta kepercayaan publik. 

4. Pelayanan pembinaan adalah bagian dari pelayanan publik yang 

berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, 

perubahan perilaku, dan penguatan fungsi sosial serta kepuasan serta kepercayaan 

publik. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

Menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga 

dapat diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian untuk analisis 

dari variabel tersebut. Kategorisasi dari penelitian ini adalah Teori Dwiyanto : 



24 
 

 
 

1. Efektif, pelayanan efektif dikatakan jika mampu mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara optimal. 

2. Efisien, pelayanan dikatakan efisien jika sumber daya (waktu, biaya, tenaga, 

dan fasilitas) digunakan secara hemat dan optimal untuk mencapai hasil 

yang diinginkan. 

3. Transparan, pelayanan dikatakan transparan jika proses, prosedur, dan 

informasi terkait pelayanan dapat diakses oleh publik sehingga tidak ada 

kecurangan atau penyalahgunaan kekuasaan. 

4. Akuntabel, institusi penyelenggara dapat dipertanggungjawabkan atas 

setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam proses pelayanan. 

3.5 Key Informan  

Key informan adalah orang yang terlibat langsung pada fokus penelitian. 

Untuk melengkapi data yang akan dianalisis secara kualitatif maka dalam penelitian 

ini penulis mengambil key infroman untuk memberikan pandangan terhadap 

efektivitas pelayanan pembinaan program rumah singgah di Dinas Sosial Kota 

Medan. Adapun yang menjadi key informan  adalah : 

1. Key informan 1 

Staff Rumah Perlindungan Sosial  

Nama             : Lamo Tobing 

Jabatan             : Staff Rumah Perlindungan Sosial 

 

2. Key Informan 2 

Nama     : Dewi 
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Jabatan   : Staff Dinas Sosial Kota Medan 

3. Key Informan 3 

Nama    : Naufal 

Keterangan     : Penerima manfaat 

4. Key Informan 4 

Nama  : Putra 

Keterangan : Penerima Manfaat 

5. Key Informan 5 

Nama  : Malik 

Keterangan  : Penerima Manfaat 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

 Dalam penelitian ini, pengumpulan data di lapangan dilakukan dengan 

menggunakan teknik wawancara. Menurut Sugiyono (2020) wawancara adalah 

suatu bentuk komunikasi verbal berupa percakapan antara peneliti (pewawancara) 

dan responden dengan tujuan utama memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam 

penelitian. Metode wawancara yang diterapkan adalah wawancara semi terstruktur. 

Proses wawancara semi terstruktur dijalankan dengan memanfaatkan panduan 

wawancara untuk para key informan yang telah ditentukan. Dengan cara ini, 

diharapkan data yang dikumpulkan lewat wawancara dapat memberikan perspektif 

yang lebih luas untuk dianalisis lebih lanjut. 

 

3.7  Teknik Analisis Data 
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 Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah teknik 

analısıs data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data 

kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan. 

Setelah itu data yang didapatkan dari hasıl wawancara akan dijelaskan secara 

deskriptif dengan analisis kualitatif. 

 Sugiyono (2020) menjelaskan bahwa kategorisasi merupakan salah satu 

tahapan dalam analisis data yang dilakukan dengan mengelompokkan data ke 

dalam kategori tertentu berdasarkan kesamaan makna, tema, maupun karakteristik. 

Dalam penelitian ini, proses analisis data diawali dengan pengumpulan data yang 

kemudian diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya, setiap kategori dianalisis untuk memperoleh kesimpulan, dan seluruh 

hasil kesimpulan tersebut kemudian dirangkum kembali guna menghasilkan 

kesimpulan penelitian secara menyeluruh.  

3.8 LOKASI DAN WAKTU PENELITIAN 

 Dinas Sosial Kota Medan yang terletak di Jl. Pinang Baris No.114, Lalang, 

Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara 20127, Indonesia. Waktu 

penelitian ini dilaksanakan dari bulan Desember 2025 sampai dengan Maret 2026. 

3.9 DESKRIPSI RINGKAS OBJEK PENELITIAN 

3.9.1. Informasi Umum Dinas Sosial Kota Medan 

Dinas Sosial Kota Medan merupakan salah satu perangkat daerah di 

lingkungan Pemerintah Kota Medan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan 

pemerintahan daerah di bidang sosial. Dinas Sosial berperan penting dalam 
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penyelenggaraan pelayanan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta 

penanganan masalah kesejahteraan sosial di wilayah Kota Medan. 

Dinas Sosial Kota Medan melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan pemerintah daerah. 

Dalam menjalankan perannya, Dinas Sosial bertanggung jawab untuk merumuskan 

dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang sosial, memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

program-program kesejahteraan sosial. 

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Medan 

meliputi penanganan fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak 

terlantar, korban bencana sosial, serta kelompok rentan lainnya. Salah satu bentuk 

pelayanan yang diselenggarakan adalah Rumah Perlindungan Sosial, yang 

bertujuan memberikan perlindungan sementara, pendampingan, serta pembinaan 

bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan sosial secara khusus. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Sosial Kota Medan didukung oleh 

struktur organisasi yang terdiri dari kepala dinas, sekretariat, dan beberapa bidang 

teknis sesuai dengan fungsi pelayanan sosial. Dinas Sosial juga menjalin kerja sama 

dengan instansi terkait, lembaga sosial, serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan efektivitas dan kualitas pelayanan sosial di Kota Medan. Dengan 

adanya Dinas Sosial Kota Medan, diharapkan penyelenggaraan pelayanan sosial 

dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan 

kesejahteraan sosial bagi masyarakat Kota Medan. 
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3.9.2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Medan 

a) Visi Dinas Sosial Kota Medan 

“Kota medan menuju kota sejahtera yang berkeadilan sosial bagi seluruh 

masyarakat” 

             b) Misi Dinas Sosial Kota Medan  

Adapun misi dari Dinas Sosial Kota Medan, yaitu: 

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan perlindungan 

dan jaminan social 

2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyelenggaraan pekerja sosial 

3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pemberdayaan masyarakat 

untuk pengentasan kemiskinan 

4. Mengembangkan system informasi penanganan penyandang 

masalah ksejahteraan sosial berbasis it 

5. Pembangunan kompetensi sdm bagi potensi sumber kesejahteraan 

sosial (psks) 

3.9.3. Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Sosial 

 Kota Medan 

a). Tugas Pokok Dinas Sosial Kota Medan 

Dinas Sosial Kota Medan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial. Dalam melaksanakan tugas 

pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi. 

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial; 

2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang sosial; 
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3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial; 

4. Pelaksanaan administratif dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; 

5. Pelaksanaan tugas pembantuan berdasarkan atas peraturan perundang-

undangan; dan 

6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

b). Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan 

Bagan struktur organisasi Dinas Sosial Kota Medan dapat dilihat pada 

gambar sebagai berikut: 



30 
 

 
 

 

Gambar 3.2 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Medan 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1   Hasil Penelitian 

 

Pada bab ini penulis akan membahas dan menyajikan data yang telah 

diperoleh dari hasil yang telah diperoleh dari penelitian di lapangan. Metode 

penelitian yang digunakan selama proses pengumpulan data adalah dengan bentuk 

wawancara dan dokumentasi yang dilakukan dengan cara menggambarkan objek 

penelitian yang sedang berlangsung berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Data 

yang diperoleh melalui penelitian ini diambil untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan tentang Efektivitas Pelayanan Pembinaan Program Rumah 

Perlindungan Sosial Kota Medan, yang kemudian akan dianalisis untuk menarik 

kesimpulan yang sebagaimana adanya. 

Penelitian ini dilaksanakan pada 10 Maret 2026 sampai 3 April 2026 di 

Rumah Perlindungan Sosial. Wawancara dilakukan mendapatkan tanggapan dari 

pertanyaan yang ditanyakan dan menerima data lain yang didukung oleh penelitian 

ini. Sumber data dari penelitian ini sebanyak 6 orang yang terdiri dari 2 pengelola 

Rumah Perlindungan Sosial 1 Staff Dinas Sosial Kota Medan dan 3 Penerima 

Manfaat. 
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4.2  Deskripsi Hasil Wawancara Berdasarkan Kategorisasi 

4.2.1 Efektif, adanya pelaksanaan program Perlindungan Rumah 

 Sosial yang efektif 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Lamo Tobing selaku staff 

Rumah Perlindungan Sosial pada hari Senin 16 Maret 2026 Pukul 09.50 WIB, 

beliau mengatakan : 

“program Rumah Perlindungan Sosial sangat membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi individu yang mengalami 

keterlantaran, kekerasan, maupun masalah sosial lainnya. Bentuk layanan yang 

diberikan berupa tempat tinggal sementara kurun waktu selama 7 hari, pemenuhan 

kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, konseling, tempat tinggal, bimbingan 

rohani, bersih-bersih serta pendampingan sosial. Program ini mampu mengurangi 

permasalahan sosial yang terjadi karena masyarakat yang rentan mendapatkan 

perlindungan dan pembinaan yang layak” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada ibu Dewi selaku Staff Dinas Sosial 

Kota Medan, pada hari Selasa 17 Maret 2026 Pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan: 

“program ini berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat melalui pemberian perlindungan sementara dan rehabilitasi sosial. 

Bentuk layanan yang diberikan meliputi asesmen kebutuhan, konseling psikososial, 

bimbingan sosial, serta rujukan kepada instansi terkait apabila diperlukan. 

Menurut beliau, keberadaan program ini cukup efektif dalam mengurangi angka 

permasalahan sosial seperti gelandangan, lansia, disabilitas, korban kekerasan, 

dan masyarakat terlantar karena mendapatkan penanganan yang lebih terarah.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada abang Naufal selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 11.14  WIB, beliau mengatakan : 

“Rumah Perlindungan Sosial sangat membantu meningkatkan 

kesejahteraan dirinya karena selama berada di sana beliau mendapatkan tempat 

tinggal yang aman, makanan, bimbingan rohani, serta perhatian dari petugas. 

Bentuk layanan yang dirasakan berupa tempat istirahat, bantuan kebutuhan 

sehari-hari, dan pendampingan. Program ini membantu mengurangi masalah 

sosial yang dialaminya karena dirinya tidak lagi terlantar dan merasa lebih 

aman.” 
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Hasil wawancara yang dilakukan pada Abang Putra selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 13.10  WIB, beliau mengatakan : 

“Program Rumah Perlindungan Sosial membantu meningkatkan 

kesejahteraan melalui pemenuhan kebutuhan dasar serta pemberian rasa aman. 

Bentuk layanan yang diterima berupa tempat tinggal sementara, makanan, 

pemeriksaan kesehatan, dan pendampingan dari petugas sosial. Program ini cukup 

membantu mengurangi masalah sosial karena masyarakat yang sebelumnya tidak 

memiliki tempat tinggal dapat memperoleh perlindungan sementara.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan Abang Malik selaku penerima manfaat, 

pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 14.17 WIB, beliau mengatakan : 

“program ini membantu meningkatkan kesejahteraan dengan memberikan 

tempat tinggal yang layak serta dukungan sosial selama masa perlindungan 

mereka. Bentuk layanan yang diberikan Rumah Perlindungan Sosial berupa 

konseling, kebutuhan sandang dan pangan, dan arahan dari petugas untuk 

membantu pemulihan kondisi sosial. Program Rumah Perlindungan Sosial mampu 

mengurangi permasalahan sosial karena masyarakat yang sedang mengalami 

kesulitan dapat memperoleh bantuan secara langsung dan terarah.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Rumah 

Perlindungan Sosial telah berjalan efektif dalam membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Hal ini terlihat dari kemampuan program dalam 

memberikan perlindungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, 

pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, serta rehabilitasi sosial bagi 

masyarakat yang mengalami keterlantaran, kekerasan, maupun permasalahan sosial 

lainnya. 

Selain itu, program ini juga dinilai mampu mengurangi permasalahan sosial 

yang terjadi di masyarakat, seperti keterlantaran, gelandangan, korban kekerasan, 

dan individu yang tidak memiliki tempat tinggal. Para penerima manfaat merasakan 
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adanya peningkatan rasa aman, terpenuhinya kebutuhan dasar, serta dukungan 

sosial yang membantu pemulihan kondisi mereka. 

4.2.2 Efisien, Adanya pelaksanaan program rumah perlindungan 

social yang efisien 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Lamo Tobing selaku staff Rumah 

Perlindungan Sosial pada hari Senin 16 Maret 2026 Pukul 09.50 WIB, beliau 

mengatakan : 

 “penggunaan biaya dalam program Rumah Perlindungan Sosial telah 

disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan. Anggaran difokuskan pada kebutuhan 

utama seperti sandang dan pangan, tempat tinggal sementara, pemeriksaan 

kesehatan, kebutuhan administrasi, serta pendampingan sosial bagi penerima 

manfaat. Menurut beliau, pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan rencana 

kerja yang telah disusun sebelumnya dan mengikuti ketentuan dari Dinas Sosial 

agar penggunaan dana tetap efisien. Terkait alur pelayanan, bahwa proses dimulai 

dari pendaftaran atau penjangkauan oleh petugas Dinas Sosial Kota Medan, 

dilanjutkan dengan asesmen kondisi sosial, verifikasi data, penentuan jenis 

layanan, hingga penerima manfaat memperoleh layanan sesuai kebutuhannya. 

Dengan alur yang jelas, pelayanan dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada ibu Dewi selaku Staff Dinas Sosial 

Kota Medan, pada hari Selasa 17 Maret 2026 Pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan 

:  

“penggunaan biaya sudah disesuaikan dengan kebutuhan program. 

Pengelolaan anggaran dilakukan secara terstruktur melalui perencanaan 

kebutuhan bulanan, penggunaan dana sesuai pos anggaran, serta pelaporan 

secara rutin kepada pimpinan sebagai bentuk pengawasan. Untuk alur pelayanan, 

bahwa penerima manfaat yang datang akan didata terlebih dahulu, kemudian 

dilakukan asesmen oleh petugas sosial untuk mengetahui kondisi dan kebutuhan 

yang diperlukan. Setelah itu, petugas menentukan bentuk layanan yang sesuai 

seperti tempat tinggal sementara, bantuan kebutuhan dasar, konseling, atau 

rujukan lanjutan dari Dinas Sosial yang sudah bekerja sama dengan camat. Setelah 

seluruh proses administrasi dan asesmen selesai, penerima manfaat langsung 

memperoleh layanan yang dibutuhkan.” 

Hasil wawancara yang dilakukan pada abang Naufal selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 11.14  WIB, beliau mengatakan : 
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“sikap petugas dalam pelayanan pembinaan pada umumnya sudah sesuai 

dengan SOP, seperti memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan dengan 

baik. Namun, pelaksanaan kegiatan pembinaan terkadang belum berjalan tepat 

waktu sesuai jadwal yang telah disampaikan, karena petugas masih harus 

menyesuaikan dengan kegiatan lain dan jumlah penerima manfaat yang cukup 

banyak. Selain itu, beliau menyampaikan bahwa media pembelajaran belum 

lengkap, sehingga kegiatan pembinaan terkadang kurang maksimal.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Abang Putra selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 13.10  WIB, beliau mengatakan : 

“petugas sudah melayani proses pembinaan dengan sikap yang ramah dan 

mengikuti prosedur yang ada. Akan tetapi, jadwal pembinaan sering mengalami 

perubahan atau keterlambatan, sehingga peserta harus menunggu lebih lama dari 

waktu yang telah ditentukan. dan alat pendukung pelatihan yang jumlahnya 

terbatas, sehingga proses pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara efisien.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan Abang Malik selaku penerima manfaat, 

pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 14.17 WIB, beliau mengatakan : 

“secara umum petugas sudah memberikan pembinaan sesuai dengan 

aturan mereka bersikap ramah dan sering senyum, terutama dalam memberikan 

bimbingan sosial dan arahan. Namun, sarana dan prasarana untuk kegiatan 

pembinaan seperti ruang belajar, alat tulis, dan media praktik masih perlu 

ditambah, agar kegiatan pembinaan dapat berjalan lebih efektif dan menunjang 

pengembangan kemampuan penerima manfaat.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Rumah 

Perlindungan Sosial dalam Pengelolaan anggaran Rumah Perlindungan Sosial pada 

umumnya sudah berjalan dengan baik dan terstruktur. Penggunaan biaya 

disesuaikan dengan kebutuhan utama pelayanan, seperti pemenuhan kebutuhan 

dasar, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, administrasi, serta 

pendampingan sosial. Selain itu, pengelolaan anggaran dilakukan berdasarkan 

perencanaan yang matang, mengikuti ketentuan dari Dinas Sosial, serta dilengkapi 

dengan pelaporan rutin sebagai bentuk pengawasan agar tetap efisien dan tepat 

sasaran. 
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Dari segi alur pelayanan, proses yang diterapkan sudah jelas dan sistematis, 

dimulai dari pendaftaran atau penjangkauan, asesmen kondisi sosial, verifikasi data, 

hingga penentuan dan pemberian layanan sesuai kebutuhan penerima manfaat. Alur 

ini dinilai mampu membantu pelayanan menjadi lebih cepat dan tepat. 

Namun, dalam pelaksanaan pembinaan masih terdapat beberapa kendala. 

Meskipun sikap petugas dinilai ramah, sesuai SOP, serta memberikan 

pendampingan yang baik, terdapat permasalahan pada ketepatan waktu pelaksanaan 

kegiatan yang sering mengalami keterlambatan atau perubahan jadwal. Selain itu, 

keterbatasan sarana dan prasarana, seperti media pembelajaran, alat pelatihan, dan 

ruang pendukung, juga menjadi hambatan sehingga kegiatan pembinaan belum 

berjalan secara maksimal dan efisien. 

Secara keseluruhan, program sudah berjalan cukup baik dari sisi 

perencanaan dan pelayanan, namun masih perlu perbaikan pada aspek pelaksanaan 

pembinaan, khususnya dalam hal kedisiplinan waktu dan kelengkapan fasilitas 

pendukung. 

 

 

 

4.2.3 Transparan, Adanya pelaksanaan program rumah 

perlindungan sosial yang transparan 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Lamo Tobing selaku staff Rumah 

Perlindungan Sosial pada hari Senin 16 Maret 2026 Pukul 09.50 WIB, beliau 

mengatakan : 
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“informasi mengenai prosedur Program Rumah Perlindungan Sosial tidak 

dapat diakses oleh masyarakat sendiri, dan rumah perlindungan sosial tidak 

memiliki website jadi melalui media informasi yang disediakan oleh Dinas Sosial 

Kota Medan, serta media sosial seperti instagram, dan sosialisasi pun tidak ada, 

serta penyampaian langsung melalui petugas lapangan. Terkait cara penyampaian 

informasi layanan kepada masyarakat, bahwa pihak Rumah Perlindungan Sosial 

menyampaikan informasi melalui sosialisasi langsung, koordinasi dengan pihak 

kelurahan dan kecamatan, serta melalui petugas Dinas Sosial yang melakukan 

penjangkauan di lapangan. Untuk sarana pengaduan, bahwa masyarakat dapat 

melakukan konsultasi maupun menyampaikan keluhan secara langsung kepada 

petugas, melalui nomor kontak layanan, serta melalui pengaduan yang diteruskan 

ke Dinas Sosial untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada ibu Dewi selaku Staff Dinas Sosial 

Kota Medan, pada hari Selasa 17 Maret 2026 Pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan 

:  

“Rumah Perlindungan Sosial tidak memiliki website hanya Instagram saja. 

Untuk penyampaian informasi layanan, hanya disampaikan kepada pemerintah 

daerah seperti lurah dan kecamatan saja, serta Dinas Sosial yang berkoordinasi 

dengan camat agar informasi menjangkau masyarakat yang membutuhkan.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada abang Naufal selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 11.14  WIB, beliau mengatakan : 

 “informasi mengenai jenis layanan yang tersedia belum disampaikan 

secara jelas dan menyeluruh kepada penerima manfaat. Petugas hanya 

menjelaskan layanan yang akan diterima saat itu saja, sementara informasi 

mengenai layanan lain seperti konseling, pembinaan lanjutan, maupun rujukan 

sosial tidak dijelaskan secara terbuka sejak awal. Selain itu ketika mengalami 

kendala, belum tersedia tempat pengaduan atau konsultasi yang jelas di Rumah 

Perlindungan Sosial, sehingga penerima manfaat biasanya hanya bertanya 

langsung kepada petugas yang sedang berjaga. Prosedur pelayanan juga 

terkadang dijelaskan secara singkat, sehingga masih ada beberapa tahapan yang 

kurang dipahami oleh masyarakat.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Abang Putra selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 13.10  WIB, beliau mengatakan : 
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“informasi tentang jenis layanan di Rumah Perlindungan Sosial masih 

kurang transparan, karena tidak semua penerima manfaat memperoleh penjelasan 

yang sama terkait hak dan layanan yang bisa diakses. Akan tetapi, petugas tetap 

memberikan arahan ketika masyarakat bertanya secara langsung. Terkait sarana 

pengaduan.  

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Abang Malik selaku penerima 

manfaat, beliau mengatakan :  

“Rumah Perlindungan Sosial belum sepenuhnya terbuka dalam 

menjelaskan setiap prosedur layanan kepada masyarakat. Menurut beliau, 

penjelasan dari petugas sering kali hanya disampaikan secara lisan tanpa adanya 

media informasi tertulis yang dapat dibaca ulang oleh penerima manfaat. Selain 

itu, beliau juga menyampaikan bahwa ketika ingin menyampaikan keluhan atau 

meminta konsultasi, belum ada tempat pengaduan yang khusus sehingga 

masyarakat terkadang merasa bingung harus menyampaikan kepada siapa. 

Menurut beliau, kurangnya keterbukaan informasi tersebut membuat sebagian 

penerima manfaat masih belum memahami secara rinci tahapan pelayanan yang 

mereka jalani.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Rumah 

Perlindungan Sosial Penyampaian informasi di Rumah Perlindungan Sosial masih 

terbatas dan belum optimal. Media informasi yang digunakan hanya melalui 

Instagram dan koordinasi dengan pemerintah daerah seperti lurah, kecamatan, serta 

Dinas Sosial, sehingga penyebaran informasi kepada masyarakat luas belum merata 

dan belum memanfaatkan media yang lebih lengkap seperti website atau sarana 

informasi tertulis lainnya. 

Transparansi informasi mengenai layanan dinilai masih kurang. Informasi 

yang diberikan oleh petugas umumnya hanya terbatas pada layanan yang sedang 

diterima saat itu, sementara informasi mengenai layanan lain, hak penerima 

manfaat, serta tahapan prosedur pelayanan belum disampaikan secara menyeluruh 

dan konsisten. Selain itu, penjelasan yang diberikan seringkali hanya secara lisan 
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dan singkat, tanpa didukung media tertulis yang dapat membantu pemahaman 

penerima manfaat. 

Selain itu, belum tersedianya sarana pengaduan atau konsultasi yang jelas 

menjadi kendala tersendiri. Penerima manfaat yang mengalami masalah atau ingin 

menyampaikan keluhan biasanya hanya bertanya langsung kepada petugas yang 

berjaga, sehingga belum ada sistem pengaduan yang terstruktur dan mudah diakses. 

Secara keseluruhan, aspek keterbukaan dan penyampaian informasi di 

Rumah Perlindungan Sosial masih perlu ditingkatkan, baik melalui penyediaan 

media informasi yang lebih lengkap, peningkatan transparansi layanan, maupun 

penyediaan sarana pengaduan yang jelas dan terorganisir. 

4.2.4 Akuntabel, Adanya Pelaksanaan program rumah perlindungan 

sosial secara akuntabel 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Bapak Lamo Tobing selaku staff Rumah 

Perlindungan Sosial pada hari Senin 16 Maret 2026 Pukul 09.50 WIB, beliau 

mengatakan : 

“untuk memastikan setiap layanan berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, petugas selalu berpedoman pada SOP, petunjuk teknis dari Dinas Sosial, 

serta aturan administrasi pelayanan sosial yang telah ditetapkan. Setiap tahapan 

pelayanan mulai dari penerimaan penerima manfaat, asesmen, pemberian tempat 

tinggal sementara, hingga pendampingan sosial dilakukan berdasarkan prosedur 

yang sudah disusun agar pelayanan tetap tertib dan tepat sasaran. Terkait upaya 

penanganan apabila terjadi kesalahan pelayanan, petugas akan segera melakukan 

evaluasi internal, klarifikasi kepada pihak yang terlibat, serta perbaikan layanan 

secara langsung agar kesalahan yang sama tidak terulang kembali. Selain itu, 

setiap kendala atau kekeliruan dalam pelayanan juga dilaporkan kepada pimpinan 

sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan perbaikan kualitas pelayanan ke 

depan.” 
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Hasil wawancara yang dilakukan pada ibu Dewi selaku Staff Dinas Sosial 

Kota Medan, pada hari Selasa 17 Maret 2026 Pukul 10.30 WIB, beliau mengatakan 

:  

“setiap layanan dipastikan berjalan sesuai ketentuan melalui pengawasan 

rutin, pencatatan administrasi, serta koordinasi antarpetugas dalam setiap proses 

pelayanan. Seluruh bentuk pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat 

telah mengikuti aturan yang berlaku, terutama terkait proses asesmen, penempatan 

sementara, pembinaan, dan rujukan lanjutan kepada instansi terkait. Untuk 

penanganan terhadap kesalahan pelayanan, pihak Rumah Perlindungan Sosial 

melakukan tindak lanjut secara cepat melalui pengecekan ulang data, evaluasi 

prosedur, dan pembinaan kepada petugas yang terlibat apabila ditemukan 

kekeliruan. Menurut beliau, langkah tersebut penting agar pelayanan tetap 

akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan, dan kepercayaan masyarakat terhadap 

Rumah Perlindungan Sosial tetap terjaga.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada abang Naufal selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 11.14  WIB, beliau mengatakan : 

“dirinya belum sepenuhnya mengetahui siapa petugas yang secara khusus 

bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan, karena petugas yang 

menangani sering bergantian. Menurut beliau, ketika menyampaikan keluhan, 

petugas tetap memberikan tanggapan dengan baik dan berusaha mendengarkan 

permasalahan yang disampaikan. Namun, beliau menilai bahwa tindak lanjut dari 

keluhan tersebut terkadang belum dilakukan secara cepat, sehingga penerima 

manfaat masih harus menunggu beberapa waktu sampai masalahnya benar-benar 

diselesaikan.” 

 

Hasil wawancara yang dilakukan pada Abang Putra selaku penerima 

manfaat, pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 13.10  WIB, beliau mengatakan : 

“dirinya hanya mengetahui petugas yang sering berinteraksi secara 

langsung, tetapi kurang mengetahui siapa penanggung jawab utama pelayanan 

apabila terjadi kendala. Menurut beliau, petugas cukup responsif ketika menerima 

keluhan dan biasanya langsung memberikan penjelasan atau solusi sementara. 

Akan tetapi, untuk beberapa permasalahan tertentu seperti kebutuhan tambahan 

atau perubahan jadwal pembinaan, tindak lanjut dari petugas terkadang 

membutuhkan waktu lebih lama karena harus menunggu persetujuan dari pihak 

lain.” 
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Hasil wawancara yang dilakukan Abang Malik selaku penerima manfaat, 

pada hari senin 16 Maret 2026 Pukul 14.17 WIB, beliau mengatakan : 

“petugas yang bertanggung jawab atas pelayanan belum diinformasikan 

secara jelas kepada seluruh penerima manfaat, sehingga masyarakat biasanya 

hanya menyampaikan keluhan kepada petugas yang sedang berjaga. Menurut 

beliau, tanggapan petugas terhadap keluhan sudah cukup baik karena mereka 

mendengarkan dan mencatat permasalahan yang disampaikan. Namun, beliau 

menilai bahwa tindak lanjut setelah penyampaian keluhan masih belum konsisten, 

karena ada beberapa keluhan yang langsung ditangani tetapi ada juga yang harus 

ditunggu hingga beberapa hari kemudian.” 

 

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa program Rumah 

Perlindungan Sosial Penyampaian informasi di Rumah Perlindungan Sosial masih 

belum optimal dan kurang transparan. Informasi layanan hanya disampaikan secara 

terbatas melalui Instagram dan koordinasi dengan pemerintah setempat, sehingga 

belum menjangkau masyarakat secara luas. Selain itu, penerima manfaat belum 

mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai jenis layanan, hak, dan prosedur 

pelayanan, karena informasi sering disampaikan secara lisan dan tidak menyeluruh. 

Di sisi lain, belum tersedia sarana pengaduan atau konsultasi yang jelas, 

sehingga penerima manfaat mengalami kesulitan ketika ingin menyampaikan 

keluhan atau mencari informasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, perlu adanya 

peningkatan dalam keterbukaan informasi, penyediaan media informasi yang lebih 

lengkap, serta sistem pengaduan yang terstruktur agar pelayanan lebih mudah 

dipahami dan diakses oleh masyarakat. 

4.3 Pembahasan 

Penelitian ini menggunakan teori Dwiyanto (2021) untuk menganalisis 

Efektivitas Pelayanan Pembinaan Program Rumah Perlindungan Sosial di Dinas 
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Sosial Kota Medan. Teori ini menjelaskan bahwa suatu sistem dapat berjalan secara 

efektif apabila mampu memenuhi empat indikator utama yaitu efektif, Efisien, 

Trnasparan dan Akuntabel. Keempat indikator tersebut saling berkaitan digunakan 

untuk melihat sejauh mana suatu organisasi pelayanan yang mampu memberikan 

pelayanan yang sesuai dengan tujuan serta kebutuhan masyarakat. 

4.3.1 Efektif, adanya pelaksanaan program rumah perlindungan sosial 

yang efektif 

Dalam teori Dwiyanto (2021) efektif merujuk pada sejauh mana suatu 

kebijakan atau program pemerintah mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya, sehingga keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari 

terlaksananya kegiatan, tetapi dari dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. 

Dalam hal ini, pemerintah dituntut untuk merancang kebijakan yang tepat sasaran 

agar hasil yang dicapai benar-benar memberikan manfaat. Pelayanan dikatakan 

efektif apabila seluruh proses tersebut mampu memberikan hasil yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan tujuan program yang telah ditetapkan. 

efektivitas adalah penyelenggaraan program publik tidak cukup diukur dari 

terlaksananya kegiatan sesuai rencana, tetapi harus dilihat dari sejauh mana 

program tersebut mampu menghasilkan perubahan nyata bagi kelompok sasaran. 

(Amrizal, 2020) 

 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, dapat 

disimpulkan bahwa Rumah Perlindungan Sosial pada umumnya telah mampu 

menjalankan fungsinya dalam memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat. 
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Hal ini terlihat dari kemudahan akses layanan, kejelasan alur pelayanan, serta 

kemampuan petugas dalam memberikan pendampingan kepada penerima manfaat 

sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan 

pelayanan belum sepenuhnya optimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti 

keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, keterbatasan sarana dan 

prasarana pendukung, serta kurangnya keterbukaan informasi mengenai jenis 

layanan dan prosedur yang ada. Selain itu, belum tersedianya media informasi 

tertulis dan sarana pengaduan yang jelas juga menjadi hambatan bagi penerima 

manfaat dalam memahami dan mengakses layanan secara maksimal. 

Selain itu, peran petugas sangat penting dalam menunjang keberhasilan 

pelayanan, terutama dalam memberikan arahan, pendampingan, dan penjelasan 

kepada penerima manfaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas 

pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial tidak hanya bergantung pada sistem dan 

program yang ada, tetapi juga pada dukungan fasilitas serta kualitas sumber daya 

manusia yang terlibat. 

4.3.2 Efisien, Adanya pelaksanaan program rumah perlindungan 

social yang efisien 

Teori Dwiyanto (2021) pada aspek efisiensi menekankan adanya 

penggunaan waktu, tenaga, biaya, dan prosedur yang hemat namun tetap 

menghasilkan pelayanan yang optimal. Dalam konteks Rumah Perlindungan Sosial, 

efisiensi dapat dilihat dari kecepatan proses asesmen, kemudahan prosedur 

administrasi, serta ketepatan petugas dalam memberikan layanan tanpa membuat 
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penerima manfaat menunggu terlalu lama. Efisiensi dalam administrasi publik 

berkaitan dengan kemampuan organisasi dalam mengoptimalkan penggunaan 

sumber daya melalui pemanfaatan sistem kinerja dan manajemen strategik yang 

tepat (Lembong et al., 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, dapat 

disimpulkan bahwa aspek efisiensi di Rumah Perlindungan Sosial sudah berjalan 

cukup baik. Hal ini terlihat dari proses asesmen dan administrasi yang relatif cepat, 

serta petugas yang berupaya memberikan layanan sesuai kebutuhan penerima 

manfaat tanpa membuat mereka menunggu terlalu lama. Dengan alur pelayanan 

yang jelas, penggunaan waktu, tenaga, dan prosedur dapat lebih terkontrol sehingga 

pelayanan tetap berjalan optimal. 

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa 

kendala yang memengaruhi efisiensi pelayanan. Keterlambatan dalam pelaksanaan 

kegiatan pembinaan, jumlah penerima manfaat yang banyak, serta keterbatasan 

sarana dan prasarana pendukung menjadi faktor yang membuat proses pelayanan 

belum sepenuhnya efisien. 

Meskipun demikian, peran petugas tetap penting dalam menunjang 

efisiensi, terutama dalam mengatur alur pelayanan, mempercepat proses 

administrasi, serta memberikan layanan secara tepat sasaran. Dengan demikian, 

dapat disimpulkan bahwa efisiensi pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial 

bergantung pada kombinasi sistem yang baik, dukungan fasilitas, dan kemampuan 

petugas dalam menjalankan tugasnya. 
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4.3.3 Transparan, Adanya pelaksanaan program rumah 

perlindungan sosial yang transparan 

Teori Dwiyanto (2021) Pada aspek transparansi, pelayanan harus 

memberikan keterbukaan informasi mengenai jenis layanan, prosedur, persyaratan, 

serta petugas yang bertanggung jawab. Transparansi menunjukkan bahwa 

masyarakat memiliki akses yang mudah terhadap seluruh informasi pelayanan 

sehingga tidak menimbulkan kebingungan atau ketidakjelasan dalam proses 

penerimaan layanan. Transparansi dalam administrasi publik merupakan upaya 

pemerintah dalam membuka akses informasi kepada masyarakat guna 

meningkatkan kepercayaan dan pengawasan publik (Cucciniello et al., 2021) 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, dapat 

disimpulkan bahwa aspek transparansi di Rumah Perlindungan Sosial masih perlu 

ditingkatkan. Hal ini terlihat dari kurang terbukanya informasi mengenai jenis 

layanan, hak penerima manfaat, serta prosedur pelayanan yang disampaikan secara 

terbatas dan tidak merata kepada seluruh penerima manfaat. Penjelasan yang 

diberikan petugas umumnya hanya secara lisan dan belum didukung media tertulis 

atau sarana pengaduan yang jelas, sehingga sebagian penerima manfaat mengalami 

kesulitan dalam memahami tahapan layanan yang mereka jalani. 

Meskipun demikian, peran petugas tetap sangat penting dalam menunjang 

transparansi, terutama melalui arahan dan penjelasan langsung kepada penerima 

manfaat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keterbukaan informasi di 

Rumah Perlindungan Sosial tidak hanya bergantung pada penyampaian secara 
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lisan, tetapi juga memerlukan dukungan sarana dan prosedur yang jelas agar 

penerima manfaat dapat mengakses layanan secara optimal. 

4.3.4 Akuntabel, Adanya Pelaksanaan program rumah perlindungan 

sosial secara akuntabel 

Teori Dwiyanto (2021) pada aspek akuntabilitas, pelayanan Rumah 

Perlindungan Sosial harus dapat dipertanggungjawabkan baik dari sisi tindakan 

petugas maupun hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Akuntabilitas 

terlihat dari adanya kejelasan tugas petugas, mekanisme penanganan keluhan, 

tindak lanjut terhadap masalah, serta evaluasi pelayanan secara berkala. 

Akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 

setiap penggunaan sumber daya publik melalui mekanisme pelaporan, pengawasan, 

dan evaluasi kinerja yang transparan (Mardiasmo et all., 2021). 

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari wawancara, dapat 

disimpulkan bahwa aspek akuntabilitas di Rumah Perlindungan Sosial secara 

umum sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari kejelasan tugas petugas, 

mekanisme penanganan keluhan, tindak lanjut terhadap masalah, serta evaluasi 

pelayanan secara berkala. Dengan adanya mekanisme tersebut, tindakan petugas 

dan hasil pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat 

dipertanggungjawabkan, sesuai dengan prinsip akuntabilitas yang menekankan 

tanggung jawab aparat terhadap kebijakan dan proses pelayanan yang dijalankan. 

Namun, hasil penelitian juga menunjukkan adanya beberapa kendala, 

seperti keterbatasan dokumentasi tertulis dan sarana pengaduan yang jelas, 

sehingga sebagian penerima manfaat belum sepenuhnya memahami mekanisme 
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pertanggungjawaban yang ada. Meskipun demikian, peran petugas tetap sangat 

penting dalam menunjang akuntabilitas, terutama melalui pencatatan, pelaporan, 

serta tindak lanjut terhadap keluhan penerima manfaat. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa akuntabilitas pelayanan di Rumah Perlindungan Sosial tidak 

hanya bergantung pada prosedur yang ada, tetapi juga pada kesungguhan petugas 

dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan transparan. 

Berdasarkan pembahasan di atas, pelayanan Rumah Perlindungan Sosial 

telah berjalan cukup efektif, meskipun belum sepenuhnya optimal. Pada 

kategorisasi efektivitas, program telah mampu memberikan perlindungan 

sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, pendampingan sosial, 

pemeriksaan kesehatan, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang mengalami 

keterlantaran, kekerasan, maupun permasalahan sosial lainnya. Hal ini 

menunjukkan bahwa tujuan utama layanan dalam meningkatkan kesejahteraan dan 

rasa aman penerima manfaat telah tercapai, meskipun terdapat kendala seperti 

keterbatasan sarana pendukung dan jadwal kegiatan pembinaan yang belum 

sepenuhnya tepat waktu.  

Pada kategorisasi efisiensi, alur pelayanan yang jelas dan prosedur 

administrasi yang relatif cepat memungkinkan penggunaan waktu, tenaga, dan 

sumber daya menjadi lebih terkontrol. Petugas mampu memberikan layanan sesuai 

kebutuhan tanpa membuat penerima manfaat menunggu terlalu lama. Namun 

demikian, keterbatasan fasilitas dan jumlah penerima manfaat yang banyak masih 

mempengaruhi kelancaran proses pelayanan secara keseluruhan.  
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Pada kategorisasi transparansi, penyampaian informasi mengenai jenis 

layanan, hak penerima manfaat, dan prosedur pelayanan masih perlu ditingkatkan. 

Informasi yang diberikan petugas seringkali hanya disampaikan secara lisan, tidak 

merata, dan belum didukung media tertulis atau sarana pengaduan yang jelas, 

sehingga sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan dalam memahami 

tahapan layanan yang dijalani. 

Sementara itu, pada kategorisasi akuntabilitas, pengelolaan anggaran dan 

pelaksanaan layanan telah dilakukan secara terstruktur dan dapat 

dipertanggungjawabkan, terlihat dari kejelasan tugas petugas, mekanisme 

penanganan keluhan, tindak lanjut terhadap masalah, serta evaluasi pelayanan 

secara berkala. Meskipun demikian, keterbatasan dokumentasi tertulis dan sarana 

pengaduan membuat sebagian penerima manfaat belum sepenuhnya memahami 

mekanisme pertanggungjawaban yang ada. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Rumah Perlindungan Sosial 

telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sosial 

bagi masyarakat, namun masih memerlukan perbaikan pada aspek sarana 

pendukung, keterbukaan informasi, serta optimalisasi prosedur dan pengawasan 

agar efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan dapat lebih 

maksimal.
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Simpulan 

 

Hasil Penelitian ini telah menunjukan bahwa pelayanan pembinaan 

program rumah perlindungan sosial di kota medan telah berjalan efektif namun 

belum optimal dalam meningkatkan pelayanan pembinaan rumah perlindungan 

sosial, yang di analisis menggunakan teori Dwiyanto. Hal tersebut dapat dilihat dari 

4 aspek yaitu:   

1. Pelayanan Rumah Perlindungan Sosial telah berjalan cukup efektif dalam 

memenuhi kebutuhan penerima manfaat. Program ini mampu memberikan 

perlindungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, 

pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, serta rehabilitasi sosial bagi 

masyarakat yang mengalami keterlantaran, kekerasan, maupun 

permasalahan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama 

pelayanan, yaitu meningkatkan kesejahteraan, rasa aman, dan dukungan 

sosial bagi penerima manfaat, telah tercapai. Namun, efektivitas masih perlu 

ditingkatkan karena terdapat kendala seperti keterlambatan pelaksanaan 

kegiatan pembinaan, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta 

alat pembelajaran yang belum lengkap. 

2. Dari aspek efisiensi, alur pelayanan yang jelas dan prosedur administrasi 

yang relatif cepat memungkinkan penggunaan waktu, tenaga, dan sumber 

daya menjadi lebih terkontrol. Petugas mampu memberikan layanan sesuai 

kebutuhan tanpa membuat penerima manfaat menunggu terlalu lama. 
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Namun, keterbatasan sarana dan jumlah penerima manfaat yang banyak 

masih menjadi kendala dalam optimalisasi efisiensi. 

3. Pada aspek transparansi, penyampaian informasi mengenai jenis layanan, 

hak penerima manfaat, dan prosedur pelayanan masih perlu ditingkatkan. 

Informasi yang disampaikan seringkali hanya secara lisan, tidak merata, dan 

belum didukung media tertulis maupun sarana pengaduan yang jelas. Hal 

ini membuat sebagian penerima manfaat mengalami kesulitan dalam 

memahami tahapan layanan. 

4. pada aspek akuntabilitas, pengelolaan anggaran dan pelaksanaan layanan 

telah dilakukan secara terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan, 

terlihat dari kejelasan tugas petugas, mekanisme penanganan keluhan, 

tindak lanjut terhadap masalah, serta evaluasi pelayanan secara berkala. 

Meski demikian, keterbatasan dokumentasi tertulis dan sarana pengaduan 

membuat sebagian penerima manfaat belum sepenuhnya memahami 

mekanisme pertanggungjawaban yang ada. 

5.2  Saran 

 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai efektivitas pelayanan pembinaan 

rumah perlindungan sosial, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai 

berikut : 

1. Bagi Dinas Sosial Kota Medan 

Diharapkan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan untuk melakukan 

evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pelayanan pembinaan dalam 

Program Rumah Perlindungan Sosial. Evaluasi tersebut perlu difokuskan 
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pada peningkatan kualitas pembinaan yang berorientasi pada kemandirian 

penerima manfaat, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi pasca 

pembinaan agar hasil rehabilitasi sosial dapat lebih berkelanjutan. 

2. Bagi Pengelola Rumah Perlindungan Sosial 

Diharapkan kepada pimpinan dan pengelola Rumah Perlindungan Sosial 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan pembinaan melalui penyusunan 

standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan terstruktur. Selain itu, 

perlu dilakukan pengembangan program pembinaan yang lebih 

berkelanjutan dan berbasis kebutuhan penerima manfaat, termasuk 

peningkatan pelatihan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar 

kerja. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan bahan 

perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji topik serupa. 

Peneliti berikutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan 

pendekatan yang lebih komprehensif, seperti mengkaji faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan pembinaan atau menggunakan metode 

penelitian yang berbeda guna memperoleh hasil yang lebih mendalam dan 

beragam. 
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Draft Wawancara 

 

 

Pertanyaan untuk pengelola rumah perlindungan sosial  

Nama  : Lamo Tobing 

Alamat           : - 

Umur  : 39 Tahun 

Jabatan : Staff Rumah Perlindungan Sosial 

 

1. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efektif  

A. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program rumah perlindungan sosial ini 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : iya meningkat dengan adanya rumah perlindungan sosial dapat 

mensejahterakan masyrakat 

B. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk layanan yang diberikan dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat ? 

Jawab : bentuk layanannya setiap hari itu mereka berkegiatan seperti 

berolahrga, free time, bimbingan rohani dan juga untuk kesediaan bahan 

pangan juga sudah dapat. 

C. Apakah program rumah perlindungan sosial ini mampu mengurangi 

permasalahan sosial yang terjadi? 

Jawab :menurut saya mampu ya karena dengan adanya rumah perlindungan 

sosial ini dapat menjadi wadah bagi mereka yang terlantar 
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2. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efisien 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan biaya sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan program rumah perlindungan sosial? 

Jawab : sudah sesuai dan tepat sasaran 

B. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan 

program rumah perlindungan sosial? 

Jawab : pengelolaan baik dan dialokasikan dengan tepat 

C. Bagaimana alur pelayanan di rumah perlindungan sosial dari pendaftaran 

sampai penerima manfaat memperoleh layanan? 

Jawab :alur pelayanannya itu pertama dari pemerintah daerah yang kecil 

dulu yang melapor seperti kepling melapor ke lurah, dan lurah ke camat, 

dan camat yang memberikan data kepada dinas sosial kota medan 

3. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang transparan 

A. Apakah ada situs web yang mudah diakses oleh publik yang menjelaskan 

prosedur Program Rumah Perlindungan Sosial? 

Jawab : untuk web sekarang belum ada yang resmi jadi masih berkoordinasi 

sama web dinas sosial kotaa medan 
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B. Bagaimana cara rumah perlindungan sosial menyampaikan informasi 

layanan kepada masyarakat? 

Jawab :melalui ig dan melalui pemerintah daerah yang seperti saya bilang 

tadi 

C. Apakah tersedia sarana pengaduan bagi masyarakat untuk konsultasi terkait 

pelayanan rumah perlindungan sosial? 

Jawab : untuk sarana pengaduan mungkin kepada tugas penjaga saja 

4. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang Akuntabel 

A. Bagaimana cara memastikan setiap layanan di rumah perlindungan sosial 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 

Jawab : cara nya kita mengikutinaturan dan jadwal yang sudah dibuat 

B. Apakah pelayanan rumah perlindungan sosial didasarkan pada aturan yang 

berlaku? 

Jawab :iyaa ikut pada aturan yang berlaku 

C. Bagaimana upaya penanganan terhadap kesalahan pelayanan di Rumah 

Perlindungan Sosial apabila terjadi? 

Jawab : kita akan mengevaluasi apa saja kesalahan yang telah di perbuat. 
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Key Informan 2 

 

Pertanyaan untuk pengelola rumah perlindungan sosial  

Nama  : Dewi 

Alamat           : - 

Umur  : 32 Tahun 

Jabatan : Staff Dinas Sosial 

 

 

1. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efektif  

A. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana program rumah perlindungan sosial ini 

membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : Program Rumah Perlindungan Sosial membantu meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat dengan memberikan perlindungan sementara, 

pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, pendampingan sosial, 

pemeriksaan kesehatan, serta rehabilitasi sosial bagi masyarakat yang 

mengalami keterlantaran, kekerasan, maupun permasalahan sosial lainnya. 

B. Menurut Bapak/Ibu bagaimana bentuk layanan yang diberikan dalam 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat ? 

Jawab : bentuk layanan meliputi tempat tinggal sementara, bantuan 

kebutuhan pokok (sandang dan pangan), bimbingan sosial, konseling, 

pendampingan administrasi, dan rujukan lanjutan jika diperlukan. 

Layanan ini disesuaikan dengan kebutuhan individu penerima manfaat 

sehingga lebih tepat sasaran. 
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C. Apakah program rumah perlindungan sosial ini mampu mengurangi 

permasalahan sosial yang terjadi? 

Jawab : program ini mampu mengurangi permasalahan sosial seperti 

keterlantaran, gelandangan, korban kekerasan, dan individu yang tidak 

memiliki tempat tinggal. Penerima manfaat merasa lebih aman dan 

terpenuhi kebutuhan dasarnya. 

2. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efisien 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah penggunaan biaya sudah disesuaikan dengan 

kebutuhan program rumah perlindungan sosial? 

Jawab : Ya, penggunaan biaya telah disesuaikan dengan kebutuhan utama 

program, seperti sandang, pangan, tempat tinggal sementara, pemeriksaan 

kesehatan, dan pendampingan sosial. Anggaran difokuskan agar pelayanan 

tetap optimal. 

B. Menurut Bapak/Ibu bagaimana pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan 

program rumah perlindungan sosial? 

Jawab : Pengelolaan anggaran dilakukan secara terstruktur melalui 

perencanaan kebutuhan bulanan, penggunaan dana sesuai pos anggaran, 

serta pelaporan rutin kepada pimpinan sebagai bentuk pengawasan. 

C. Bagaimana alur pelayanan di rumah perlindungan sosial dari pendaftaran 

sampai penerima manfaat memperoleh layanan? 
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Jawab : Alur pelayanan dimulai dari pendaftaran atau penjangkauan oleh 

petugas Dinas Sosial, dilanjutkan asesmen kondisi sosial, verifikasi data, 

penentuan jenis layanan, hingga penerima manfaat memperoleh layanan 

sesuai kebutuhan, termasuk konseling dan rujukan lanjutan bila diperlukan. 

3. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang transparan 

A. Apakah ada situs web yang mudah diakses oleh publik yang menjelaskan 

prosedur Program Rumah Perlindungan Sosial? 

Jawab : untuk web sendiri kita tidak ada untuk saat ini 

B. Bagaimana cara rumah perlindungan sosial menyampaikan informasi 

layanan kepada masyarakat? 

Jawab : Informasi layanan disampaikan melalui koordinasi dengan Dinas 

Sosial dan pemerintah kecamatan. Petugas menjelaskan layanan langsung 

kepada masyarakat saat mereka datang, namun informasi mengenai layanan 

lain belum selalu dijelaskan secara menyeluruh. 

C. Apakah tersedia sarana pengaduan bagi masyarakat untuk konsultasi terkait 

pelayanan rumah perlindungan sosial? 

Jawab : belum ada sarana pengaduan khusus. Penerima manfaat biasanya 

langsung bertanya kepada petugas yang sedang bertugas jika mengalami 

kendala atau ingin konsultasi. 
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4. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang Akuntabel 

A. Bagaimana cara memastikan setiap layanan di rumah perlindungan sosial 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku? 

Jawab : Layanan dijalankan sesuai SOP dan ketentuan Dinas Sosial, dengan 

pengawasan rutin dari pimpinan dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan 

program. Petugas memiliki tugas yang jelas dan terstruktur. 

B. Apakah pelayanan rumah perlindungan sosial didasarkan pada aturan yang 

berlaku? 

Jawab : Ya, seluruh layanan mengikuti aturan dan prosedur yang ditetapkan 

Dinas Sosial, termasuk dalam pemberian bantuan, pendampingan, dan 

konseling 

C. Bagaimana upaya penanganan terhadap kesalahan pelayanan di Rumah 

Perlindungan Sosial apabila terjadi? 

Jawab : Kesalahan pelayanan ditindaklanjuti melalui evaluasi internal dan 

pembinaan petugas. Petugas bertanggung jawab untuk memperbaiki 

kekurangan, memberikan penjelasan kepada penerima manfaat, dan 

memastikan layanan tetap sesuai prosedur. 
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Key Informan 3 

Nama : Naufal 

Umur :25 Rahun 

 

1. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efektif  

A. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana program Rumah Perlindungan Sosial ini 

membantu meningkatkan kesejahteraan? 

Jawab : Program Rumah Perlindungan Sosial telah membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan 

perlindungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, 

pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Hal 

ini memberikan rasa aman, memenuhi kebutuhan pokok, serta membantu 

pemulihan kondisi sosial penerima manfaat. 

B. Apakah bentuk layanan yang diberikan di Rumah Perlindungan Sosial 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab ; Bentuk layanan mencakup tempat tinggal sementara, bantuan 

kebutuhan pokok (sandang dan pangan), bimbingan sosial, konseling, 

pendampingan administrasi, rujukan lanjutan, dan pelatihan keterampilan 

sesuai kebutuhan penerima manfaat. Layanan diberikan secara individual 

sehingga lebih tepat sasaran. 
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C. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi fasilitas yang tersedia di rumah 

perlindungan social dalam meningkatkkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : untuk fasilitasnya sangat baik 

2. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efisien 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah sikap petugas sudah sesuai SOP dalam melayani 

masyarakat? 

Jawab : sudah sesuai 

B. Apakah pelayanan di rumah perlindungan sosial diberikan tepat waktu 

sesuai dengan jadwal yang disampaikan? 

Jawab : Pelaksanaan kegiatan pembinaan terkadang mengalami 

keterlambatan karena petugas harus menyesuaikan dengan jadwal lain dan 

jumlah penerima manfaat yang banyak, sehingga tidak selalu tepat waktu. 

C. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia cukup menunjang kegiatan 

Bapak/Ibu? 

Jawab : Sarana dan prasarana masih terbatas, seperti jumlah alat pendukung 

pembinaan dan ruang belajar, sehingga kegiatan pembinaan belum 

sepenuhnya berjalan optimal. 
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  3. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang transparan 

A. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi jelas tentang jenis layanan yang 

tersedia? 

Jawab : Informasi mengenai layanan belum disampaikan secara menyeluruh. 

Penerima manfaat hanya dijelaskan layanan yang akan diterima saat itu, 

sementara layanan lain seperti konseling lanjutan atau rujukan sosial tidak 

dijelaskan sejak awal. 

B. Jika Bapak/Ibu mengalami masalah, apakah ada tempat untuk mengadukan 

keluhan mendapatkan konsultasi di rumah perlindungan sosial? 

Jawab : Belum ada sarana pengaduan khusus, sehingga masyarakat biasanya 

langsung bertanya kepada petugas yang sedang bertugas. 

C. Menurut Bapak/Ibu, apakah Rumah Perlindungan Sosial secara terbuka 

menjelaskan setiap prosedur layanan yang diberikan kepada masyarakat? 

Jawab : Penjelasan prosedur layanan masih dilakukan secara lisan dan belum 

ada media informasi tertulis, sehingga sebagian penerima manfaat belum 

sepenuhnya memahami tahapan pelayanan yang harus dijalani. 

 4. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang akuntabel 

A. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa petugas yang bertanggung jawab atas 

pelayanan yang diberikan? 
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Jawab : Ya, penerima manfaat mengetahui petugas yang bertanggung 

jawab, dan petugas memiliki tugas yang jelas dalam pelaksanaan layanan. 

B. Bagaimana tanggapan petugas terhadap keluhan yang Bapak/Ibu 

sampaikan? 

Jawab : Petugas memberikan arahan dan penjelasan secara langsung serta 

berusaha menindaklanjuti keluhan, meskipun belum ada prosedur 

pengaduan formal yang tertulis. 

C. Apakah ada tindak lanjut dari petugas setelah Bapak/Ibu menyampaikan 

keluhan ? 

Jawab : Tindak lanjut dilakukan melalui evaluasi internal dan penyesuaian 

layanan sesuai keluhan, namun sistem pengaduan formal dan dokumentasi 

tindak lanjut masih perlu diperkuat. 

Key Informan 4 

Nama : Putra 

Umur : 24 Tahun 

1. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efektif  

a. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana program Rumah Perlindungan Sosial ini 

membantu meningkatkan kesejahteraan? 
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Jawab : Program Rumah Perlindungan Sosial telah membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyediakan 

perlindungan sementara, pemenuhan kebutuhan dasar, konseling, 

pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, dan rehabilitasi sosial. 

b. Apakah bentuk layanan yang diberikan di Rumah Perlindungan Sosial 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : Bentuk layanannya mencakup konseling, bimbingan sosial, tempat 

tinggal dan lain-lain. 

c. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi fasilitas yang tersedia di rumah 

perlindungan social dalam meningkatkkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : untuk fasilitasnya cukup akan tetapi kurang optimal 

2. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efisien 

A.  Menurut Bapak/Ibu apakah sikap petugas sudah sesuai SOP dalam 

melayani masyarakat? 

Jawab :  sudah sesuai, sangat membantu kita yang berada disini 

B. Apakah pelayanan di rumah perlindungan sosial diberikan tepat waktu 

sesuai dengan jadwal yang disampaikan? 

Jawab : Pelaksanaan kegiatan pembinaan terkadang mengalami 

keterlambatan karena petugas harus menyesuaikan dengan jadwal lain dan 

jumlah penerima manfaat yang banyak, sehingga tidak selalu tepat waktu. 

C. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia cukup menunjang kegiatan 

Bapak/Ibu? 
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Jawab : sarana dan prasarana masih terbatas 

  3. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang transparan 

A. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi jelas tentang jenis layanan yang 

tersedia? 

Jawab : tidak cukup jelas 

B. Jika Bapak/Ibu mengalami masalah, apakah ada tempat untuk mengadukan 

keluhan mendapatkan konsultasi di rumah perlindungan sosial? 

Jawab : paling cuman penjaga yang sedang bertugas saja 

C. Menurut Bapak/Ibu, apakah Rumah Perlindungan Sosial secara terbuka 

menjelaskan setiap prosedur layanan yang diberikan kepada masyarakat? 

Jawab : Penjelasan prosedur layanan masih dilakukan secara lisan dan 

belum ada media informasi tertulis, sehingga sebagian penerima manfaat 

belum sepenuhnya memahami tahapan pelayanan yang harus dijalani. 

 4. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang akuntabel 

A. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa petugas yang bertanggung jawab atas 

pelayanan yang diberikan? 

Jawab : ada jadwal yang diletak di papan 

B. Bagaimana tanggapan petugas terhadap keluhan yang Bapak/Ibu 

sampaikan? 

Jawab : tanggapannya baik, cukup responsive juga, terus ramah. 
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C. Apakah ada tindak lanjut dari petugas setelah Bapak/Ibu menyampaikan 

keluhan ? 

Jawab ; Tindak lanjut dilakukan melalui evaluasi internal dan penyesuaian 

layanan sesuai keluhan, namun sistem pengaduan formal dan dokumentasi 

tindak lanjut masih perlu diperkuat. 

Key Informan 5 

Nama : Malik 

Umur : 24 Tahun 

1. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efektif  

A. Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana program Rumah Perlindungan Sosial ini 

membantu meningkatkan kesejahteraan? 

Jawab : Program Rumah Perlindungan Sosial cukup membantu 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena memberikan perlindungan 

sementara, kebutuhan dasar, serta pendampingan sosial bagi masyarakat 

yang membutuhkan. 

B. Apakah bentuk layanan yang diberikan di Rumah Perlindungan Sosial 

dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : Layanan yang diberikan meliputi tempat tinggal sementara, bantuan 

kebutuhan pokok, konseling, pendampingan sosial, pemeriksaan kesehatan, 

serta rujukan ke layanan lanjutan sesuai kebutuhan penerima manfaat. 
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C. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana kondisi fasilitas yang tersedia di rumah 

perlindungan social dalam meningkatkkan kesejahteraan masyarakat? 

Jawab : Fasilitas yang tersedia sudah cukup mendukung, namun masih ada 

beberapa keterbatasan seperti ruang pembinaan dan alat pendukung 

pelatihan yang perlu ditambah agar pelayanan lebih optimal. 

2. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang efisien 

A. Menurut Bapak/Ibu apakah sikap petugas sudah sesuai SOP dalam melayani 

masyarakat? 

Jawab : Secara umum petugas sudah bekerja sesuai SOP dengan 

memberikan pelayanan yang ramah, cepat tanggap, serta memberikan 

arahan kepada penerima manfaat. 

B. Apakah pelayanan di rumah perlindungan sosial diberikan tepat waktu 

sesuai dengan jadwal yang disampaikan? 

Jawab : 

C. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia cukup menunjang kegiatan 

Bapak/Ibu? 

Jawab : Sarana dan prasarana masih perlu ditingkatkan karena beberapa 

fasilitas pendukung pembinaan masih terbatas. 

  3. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang transparan 
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A. Apakah Bapak/Ibu mendapatkan informasi jelas tentang jenis layanan yang 

tersedia? 

Jawab : Informasi layanan sudah disampaikan, tetapi belum sepenuhnya 

merata dan masih ada penerima manfaat yang belum memahami seluruh 

jenis layanan yang tersedia. 

B. Jika Bapak/Ibu mengalami masalah, apakah ada tempat untuk mengadukan 

keluhan mendapatkan konsultasi di rumah perlindungan sosial? 

Jawab : Belum ada tempat pengaduan khusus, sehingga masyarakat 

biasanya langsung menyampaikan keluhan kepada petugas yang bertugas. 

C. Menurut Bapak/Ibu, apakah Rumah Perlindungan Sosial secara terbuka 

menjelaskan setiap prosedur layanan yang diberikan kepada masyarakat? 

Jawab : Prosedur layanan dijelaskan secara langsung oleh petugas, namun 

belum didukung media informasi tertulis yang lengkap. 

 4. Adanya pelaksanaan program Rumah Perlindungan Sosial yang akuntabel 

A. Apakah Bapak/Ibu mengetahui siapa petugas yang bertanggung jawab atas 

pelayanan yang diberikan? 

Jawab : Ya, setiap layanan memiliki petugas yang bertanggung jawab sesuai 

tugas masing-masing. 

B. Bagaimana tanggapan petugas terhadap keluhan yang Bapak/Ibu 

sampaikan? 

Jawab ; Petugas menanggapi keluhan dengan baik dan memberikan 

penjelasan serta solusi sesuai kemampuan dan kewenangan. 
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C. Apakah ada tindak lanjut dari petugas setelah Bapak/Ibu menyampaikan 

keluhan ? 

Jawab ; Ada tindak lanjut secara internal melalui evaluasi, meskipun masih 

perlu penguatan sistem pengaduan yang lebih terstruktur. 
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